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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ketentuan keadilan restoratif yang ada dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum dapat dikatakan 

sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar keadilan restoratif. Mengingat 

pada Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 

diatur terkait dengan syarat umum dan syarat khusus yang apabila 

Terdakwa tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Terdakwa dapat 

dijatuhi pidana bersyarat atau pidana pengawasan. Pasal 19 ini 

diperuntukan agar Terdakwa mau melaksanakan kesepakatan yang telah 

disepakati dengan Korban. Selain itu, tujuan pembuatan pengaturan 

tersebut untuk menghindari kemungkinan Terdakwa tidak memenuhi 

kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Dengan 

adanya ketentuan syarat umum dan syarat khusus yang diatur pada Pasal 

19 tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif yang 

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 

belum dapat dikatakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar keadilan 

restoratif. Selain itu, akan lebih bijak apabila produk akhir dalam suatu 
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perkara yang penyelesaiannya menggunakan ketentuan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berupa putusan lepas. Hal 

ini karena putusan lepas yang diberikan Hakim kepada Terdakwa dapat 

menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 

dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum yang dimana saat ini belum 

adanya undang-undang yang mengatur terkait keadilan restoratif. Hal ini 

juga memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Hakim yang berada 

dibawah Mahkamah Agung dalam menangani perkara tindak pidana yang 

dapat diterapkan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada Pasal 6 

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan 

Restoratif. 

 

B. Saran 

1. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai penerapan keadilan restoratif 

seperti halnya undang-undang, bukan hanya pengaturan yang bersifat 

sektoral seperti yang ada saat ini yaitu di Kepolisian, Kejaksaan, dan 

Pengadilan. 

2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih masif lagi tentang Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili 
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Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengingat PERMA ini 

baru saja diundangkan agar mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan 

masyarakat benar-benar memahami maksud dan tujuan dari adanya 

PERMA tersebut. 
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